
BANJARBARU 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
NOMOR : 01 TAHUN 2006 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2006 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
Nomor  pi Tahun 2006 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2006 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BAMARBARU, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebljakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakatt bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah , perlu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela* Daerah Tahun Anggaran 2006 ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunk a pedu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tabun Anggaran 2006. 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bum'  dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan I embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569) ; 
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2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan  atas 
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor•426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1048 ) ; 

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ) ; 

4, Undang - Undang Nomor_ 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 ); 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indones.a Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung lawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400 ); 

8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perenoanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta'un 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telairdiubah dengan 
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubaha.. Alas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4548) ; 
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10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 41t' 

12. ,,,,iatucan .iointh 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka 
Pelaksanaan  Dekonsentrasi cla., Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Re{ ablik Indonesia Nomor 4023) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tantang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

16. Peraturea Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tantang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor s • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Arkagota Dewan 
Perwa"an Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Int.. aesia Nomor 4416) ; 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

19. Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

.san Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
enwaktan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA BANJARBARU 

dan 

WALIKOTA BANJARBARU 

MENIUTLISKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA BA, 'BARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2006 

!,47;ijttlt i  

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahoe Anggaran 2006 sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

2. Belanja 

3. Pembiayaan 

a. Penerimasn 

b. P,....,,s.luaran 

Rp. 230.756.000.000,00 

Rp. 241.853.624.000,00 

Surplus / Defisit  Rp. - 11.097.624.000,00 

Rp. 13.597.624.000,00 

Rp. 2.500.000.000,00 

Surplus / Defisit  Rp. 11.097.624.000,00 

Pa-al 2 

Uraian lebih lanjut ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 

Peraturan Daerah ini yang tgrdiri dart J 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2. Lampiran 	 Rincian Anggaran Peng tatan dan Belanja Daerah 



Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 16 Pelints,i 2006,  

BAN3ARBARU, 

RESNAWAN 

' :"  ' :11's' h.,,Ilt, 
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3. Lampiran III 	Dakar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat. Daerah 

4. Lampiran IV 	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per labatan 

5. Lampiran  V 	Daftar Piutang Daerah 

Lamplran Daftar Pinjaman Daerah 

mpiran Penyertaan Modal) Daerah 

6. ,mpiran VIII 	Daftar Aktiva Tetap Daerah  dan 

9. Lamplran IX Daftar Dana Cadangan 

Pasal 3 

Lampiran- sebagaiman ilmaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Daerah 

Pasal 4 

Sebagai landasan operasional Dalai" Walikota Banjarbaru menetapkan Paraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

•;61,1 	;. • • 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini dimulai berlakupada tanggal diundangkan dan mempunyai days laku surut sejak tangal 2 Jarman 2006. 

^oar -rang nerintahkan pengundangan Peratruran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Diundangkan di Jnjarba.-. 
nada tanonal 16 Atari 
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